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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis diatas, maka 

penulis mengambil kesimpulan bahwa kebijakan penal dalam penanggulangan 

tindak pidana perdagangan orang (Trafficking in Person) yang pernah di putus 

oleh Pengadilan Negeri Klaten, melalui jalur penal dengan lebih menitik 

beratkan pada sifat repressive (pemberantasan/penumpasan) terhadap 

kejahatan dengan menggunakan hukum pidana sesudah kejahatan itu terjadi.  

Adapun maksud Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana 

tujuannya bukanlah merupakan suatu tindakan pembalasan akan tetapi untuk 

mendidik terdakwa supaya jera dan tidak melakukan tindak pidana di masa 

yang akan datang, selain itu sanksi pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk 

dapat mendidik masyarakat lain supaya tidak melakukan perbuatan seperti apa 

yang telah dilakukan terdakwa. 

Penulis juga berkesimpulan bahwa kasus dalam perkara 

101/PID.B/2010/PN.Klt. bukanlah merupakan kasus perdagangan orang 

walaupun Majelis Hakim telah merumuskan adanya unsur sebagaimana 

dimuat dalam Pasal 12 Undang-undang TPPO, tetapi kejadian ini adalah 

berdasarkan kesepakatan dan kemauan korban bukan paksaan, dan 

sebelumnya korban telah pernah melakukan hubungan intim dengan pacarnya, 

dengan pengertian bahwa bukanlah ini pertama kalinya korban melakukan 
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persetubuhan yang menyebabkan hilangnya kehormatan atau keperawanan si 

korban.  

B. Saran 

Dari kesimpulan yang telah diuraikan oleh penulis diatas, maka disini 

penulis dapat memberikan saran sebagai berikut: 

1. Diharapkan pemberantasan terhadap tindak perdagangan orang dapat 

berjalan dengan efektif. Artinya bahwa, pemberlakuan atau penerapan 

sanksi atas tindak perdagangan orang harus sesuai hukum. 

2. Diharapkan dalam penanggulangan tindak pidana Perdagangan Orang 

(Trafficking in Person) baik pada masa sekarang dan yang akan datang, 

sebaiknya lebih mengarah ke masalah Kebijakan Kriminal-nya (the basic 

crime prevention strategy) yang seharusnya lebih mengarah pada upaya 

meniadakan (mengeliminir) atau menanggulangi dan memperbaiki 

keseluruhan kausa dan kondisi yang menjadi faktor kriminogen untuk 

terjadinya tindak kejahatan Trafficking in Person itu sendiri. 

3. Diharapkan adanya kesadaran masyarakat dalam membantu mengungkap 

kasus tindak pidana perdagangan orang (Trafficking in Person). 
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